
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunilro.si (Lembe.ran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 154. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3881); 

3. Undang-Un.da.ng Nomor 17 Tahun 2003 tentan.g 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286}; 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tcntang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia. Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Nt-.gara Repuhlik lnnonf'!sia Nomof' 3851); 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pe1·titnbang~11 ~bri8airr1AilUl 
dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Oaerah tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 
26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian 
Menara T~lekomunikasi di Kabupaten Pringsewu; 

a. bahwa untuk m.elaksan.ak.an putusan Mahkam.ah 
Konstitusi atas perkara Nomor 46/PUU-XII/ 2014 
mengenai Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian 
Menara Tt:lelromunikasi dipandang pertu menetapkan 
penghitungan yang baria, 

b. bahwa penghitungan sebagairnana dimaksud dalam 
huruf a perlu dilakukan dengan segera agar 
membeeikarr kepastian hukum dalsrn pelaksanaan 
penggunaan tarif retribusi yang baru; 

Menimbang 

BUPATI PRINGSEWU, 

DEN GAN R.AHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU 
NOMOR 26 TAHUN 2011 TEN1'ANG RETRJBUSI PENGgNDALIAN MENARA 

TELEKOMUNl.l{ASI Ul .KJU:iU.t'A'l't;N PttlNU~J!;WU 

TENTANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU 
NOMOR 01 TAHUN 2017 

KABUPATEN PRINGSEWU 
PROVINS! LAMPUNG 

SALIN AN 



11. Peraturan Pemerintah Nomor ~ Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif 
Pemungut.an Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Rcpublik Indcnesia Twu.m 2010 
Nnmnr 119, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 
Penyelcnggaraan Telekomunikasi (LcJ:nbHnm Negara 
~hlilc Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, 
Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia 
Nomor 3980); 

I 0. Peramran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran N~ara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara RepUblik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Noraor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan an.tarn Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupat.en Pringsewu di Provinsi 
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaraii Negara 
Republik. Indonesia Nomor 49:l?.); 

7. Undang-Undans Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Rctribusi Daenh (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nnmor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia 
Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik IndoncMa. Nomor 5587) 
sebegaimana relah diubah hel"w:rApa kali temkhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nom01· 58, T<:tmbi:t.hwJ Lembaran Negara Republlk 
Jndonellia Nomor 56791; 



(1) Tingkal pentzumum jasa diukur benlasarlcan 
jumlah Jcunjungan dalam rangka peng.awasa.n clan 
pengenda!ian menara telelromunikasi selama 1 
(satu) tahun. 

Pasal 7 

Beberapa ketentuan dg!am Peraturan Daerah Kabupaten 
Pringsewu Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Pengendalian Menara Telekomunikas.i di Kabupaten 
Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten .Pringsewu Tahun 
2011Nomor261 diubah sebagai berikut: 

i. Ketentuan PasaJ 7 ayat (31 dan ayat (4t dihapus, 
schingga berbunyi ~haga.i bcrikut: 

Pasal I 

PERATURAN DAERAH TENTANO PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 
26 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN 
MENARA TELEKOMUNIKASJ DI KABUPATEN 
PRINGSEWU. 

MEM\J'l'USKAN: 

BUPATl PRtNGSEWU 

dan 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PRINGSEWU 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Ncmor 07 
Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pcngclola.an 
Keuangan Da.erah (Lembaran Daeeah Kabupakn 
Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07); 

15. Peraturan Daerah Kabupatcn Pringscwu Nc;iowi- 16 
Tahun 2016 tentang 1¥.mhentukan dsui Susunan 
Perangkat Daerah Kabupe.ten .Pringsewu (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pringaewu Tahun 2016 Nomor 16); 

I 3. Peraturan Menteri DalaJn Negeri Nomor 8C Tahun 
2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukwn Daerah 
(Derita Negara Republik. Indorresie, Tahun 2015 Nomor 
2036); 

12. Pe.ratura.n Menteri De.lam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 t.entang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri DalaJn Negeri Nomor 21 
Tahuu 2011; 

Menetapk.an 



(4) Tarif Retribusi sebaga.imana dimaksud pada ayat 
(1) ditinjau kembali paling lama 3 (l.igti) tahun 
selcali. 

(2) Besaran Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunika.si dapat memperhitungkan: 
a. mnasi; 
b. ketinggian menara; 
c;. jcni:! menara, den 
d. jarek tempuh. 

(3) Perhitungan Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatw· lebih bmjut dengan Peraturan 
D.aerah. 

Kelcauigmi : 
RPMT : Retribusi PengendaliQn Menara 

Telekomunikasi 
TP : Tingkat Pengguna Jasa 
TR : Ta.rif Retribusi 

, .. 
RPMT .. TPXTR 

(l) Besarnya tarif retribusi pcngcndalian Mc:nara 
Tele.komunikasi. dihitung dengan formula sebaga.i 
berikut: 

Pasal9 

3. Ketentuan Pasa1 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut; 

(2) Biaya penyediaan jasa sebagallnana dimaksud 
pada ayat ( 1) melipud blaya oprasJonal yang 
berkaitan langaung dengan k~a•en pengawa.san 
clan pengendalian menara telekomunikasi. 

( 1) Prinsip dan sasaran dalrun penetapan tarif 
Retribusi ditetapkan untuk menutup sehagjan 
blaya pcnyedian ja:ia pengawasan da.n 
pengimdalian menam telekomunikasi. 

2. Kr.tr.ntuan PllAAI .B diubah dan ditambahkan ayat bani, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

PasalS 

(4) Dihapus. 

(3) Dihapus. 

(2) Jumlah kunjungan sebegaimana djmaksud pada 
ayat (1) ditetapkan scbanya.k 2 (dua) kali daJam 1 
[satu] tahun. 



Sesuai dengan Aslinya 
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum 

Sekretariat Daerah Kabup ten Pringsewu, 

NOMOR REGISTRASI PERATIJRAN DAER.AH KABUPATEN PR1NGSEWU 
PROVINS! LAMPUNG: ~ 1 ( 4 9 ! ~~y. '~o q 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRJNGSEWU TAHUN 2017 NOMOR 01 

A. BUDIMAN PM 

dto 

Diundangkan di Pringsewu 
pada tanggal w Irlei Z017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU) 

YUDA SETIA WAN 

Ditetapkan di Pringse\\u 
pa.de. tanggal 18 Zei 2017 

PENJABAT BUPA.Tl PRINQSEWU. 

Pemtumn Daerah inl mulai berlaku pada t.anggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan 
pcngundangan Peraturan. Dacrah IIll dcnga.n. 
penempatannya dalam l.emb~rari Daerah Kabupaten 
Prin~wu. 

Pasa.l ti 

(5} Peneta.pan Tarif Retribusi acbagaiman.a dim.a.k8ud 
pada ayat {4) ditetapkan dcngan Peraturan Bupati. 
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